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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Kewenangan MKEK dalam menyelesaikan sengketa etik antara teman

sejawat dalam asosiasi profesi IDI di Sumatera Barat yaitu berpedoman

pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

serta pada Pasal 9 dalam Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis

Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia tahun 2018, dimulai

dengan melakukan pengawasan terhadap hubungan rekan sejawat dokter

dalam profesionalias kerja, ketika ditemukan adanya keluhan dan laporan

dari rekan dokter adanya tindakan semena-mena sesama dokter diluar dari

aturan, maka langsung dikoordinasikan untuk dapat diselesaikan melalui

MKEK.

2. Kendala yang dihadapi oleh MKEK dalam menyelesaikan sengketa etik

antara teman sejawat dalam asosiasi profesi IDI diSumatera Barat yaitu

ketdakhadiran salah pihak, baik pengadu atau teradu. Sehingga

menyulitkan Majelis persidangan dalam mendapatkan fakta-fakta

persidangan. Selain itu juga disebabkan karena belum ada aturan teknis

bagaimana batas ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, sehingga

dapat diputus sepihak oleh Majelis MKEK. Selanjutnya Majelis MKEK

juga mendapat kendala dalam hal ketidakmauan para pihak untuk

berdamai, salah satu pihak tetap menginginkan persoalan dibawa ke ranah

hukum di pengadilan negeri, sehingga mempersulit Majelis MKEK dalam

mengupayakan perdamaian.
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3. Upaya yang dilakukan oleh MKEK dalam mengatasi kendala dari

penyelesaian sengketa etik antara teman sejawat dalam profesi IDI di

Sumatera Barat yaitu melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan.

Majelis MKEK khususnya dalam menyelesaikan sengeketa etik rekan

sejawat dokter selalu mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan

kekeluargaan melalui langkah-langkah mediasi, sehingga persoalan dapat

diselesaikan secara win win solution, tanpa melalui proses hukum di

pengadilan negeri.

B. Saran-saran

1. Diharapkan Majelis MKEK lebih efektif dan maksimal dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa

etik rekan sejawat dokter sesuai dengan Pedoman Organisasi dan

Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia

agar tidak terjadi lagi kasus-kasus etik antar sesame dokter khususnya di

Sumatera Barat.

2. Diharapkan agar MKEK lebih maksimal lagi dalam menyelesaikan

kendala-kendala dalam penyelesaian snegketa etik sesame rekan dokter

dalam teknis persidangan dan tetap mengacu kepada buku Pedoman

Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan

Dokter Indonesia agar sengketa dapat segera diselesaikan oleh MKEK

khususnya di Sumatera Barat.

3. Diharapkan MKEK dapat maksimal dalam menyelesaikan sengketa etik

rekna sejawat dokter secara non litigasi agar tercapai win win solution

khususnya di Sumatera Barat.
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